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A. Kesimpulan

Dari uraian serta analisis yang penulis bahas di atas, maka dapat

ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1.

Pertimbangan Ketua Mahkamah Agung dalam menerbitkan Surat
Ketua Mahkamah Agung nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang
penyumpahan advokat bahwasannya dalam putusan nomor
052/KMA/V/2009 yang menjelaskan tentang penyumpahan advokat
harus melalui organisasi Peradi dapat dikatakan sejalan dengan
undang-undang nomor 18 tahun 2003 dalam pasal 28 ayat (1) yang
berisi tentang advokat, yang pada awalnya hanya ada satu
organisasi advokat yang diakui secara /ega/ dan menerapkan sistem
singlebar, akan tetapi dari berjalannya waktu, tetap bermunculan
organisasi advokat baru dan saling mengklaim menjadi organisasi
advokat yang sah, pada titik ini banyak terjadi perseteruan antar
organisasi advokat. Pada akhirnya Ketua Mahkamah Agung
menerbitkan Surat Ketua Mahkamah Agung yang baru nomor
73/ KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyumpahan advokat,
berdasarkan putusan tersebut Mahkamah Agung secara explicit
mengakui serta melegalkan seluruh organisasi advokat, serta
menetapkan tatanan organisasi advokat menjadi multibar yang

sebelumnya singlebar, dengan kata lain Surat Keputusan Ketua

62



63

Mahkamah Agung nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang
penyumpahan advokat terbit dengan maksud dan tujuan untuk
mengatasi persoalan perseteruan yang jika dibiarkan begitu saja

akan menimbulkan perpecahan dalam lingkup organisasi advokat.

Analisis maqasid al-shari’ah terhadap Surat Ketua Mahkamah
Agung No. 73/KMA/HK.01/1X/2015 tentang penyumpahan advokat
bahwasannya Surat Ketua Mahkamah Agung tersebut sudah sesuai
dengan syariat hukum Islam dikarenakan syariat ditetapkan bukan
untuk kepentingan Allah melainkan untuk kepentingan umat
manusia. Jika surat keputusan Mahkamah Agung tersebut dilandasi
oleh Magqasid al-Shari’ah, surat ketua Mahkamah Agung tersebut
bertujuan untuk melindungi kemaslahatan organisasi advokat
sekaligus agar terhindar dari mafsadat, digambarkan pada
terpenuhinya pokok kemaslahatan memelihara agama (Aifzh al-din),
memelihara jiwa (hifzh al-nafs), memelihara akal serta memelihara
harta (hifzh al-mal). Karena surat ketua Mahkamah Agung ini
dibuat dengan salah satu tujuannya yakni mengatasi perseteruan
antar organisasi advokat yang saling mengklaim sebagai organisasi
advokat yang sah atau legal dan jika dibiarkan begitu saja akan

menimbulkan perpecahan dalam lingkup organisasi advokat.
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B. Saran

Dengan berlakunya Surat Ketua Mahkamah Agung No.
73/KMA/HK.01/1X/2015 tentang penyumpahan advokat, maka peneliti
memberikan saran kepada Mahkamah Agung untuk terus memantau terus
perkembangan organisasi advokat, guna menghindarkan dari perseteruan
antar organisasi advokat yang mengakibatkan perpecahan, mengingat
mahkamah agung mempunyai fungsi sebagai lembaga tinggi negara yang
mengawasi pada lingkup peradilan.

Serta kepada peneliti selanjutnya yang kaitannya dengan Surat Ketua
Mahkamah Agung No. 73/KMA/HK.01/1X/2015 tentang penyumpahan
advokat, hendaknya para peneliti selanjutnya untuk menkaji dampak dari
berlakunya Surat Ketua Mahkamah Agung No. 73/KMA/HK.01/1X/2015
tentang penyumpahan advokat, untuk mengetahui kefektifan dari surat
Ketua Mahkamah Agung tersebut khususnya dalam upaya meningkatkan

kualitas advokat di Indonesia



